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Bersama ini disampaikan kepada Saudars sclinan darl
surat=cdaran Kepala Djawatsan Perdjalanan di Djakerta tar -
: gal 30 September 1952 Noe 13806/B/V, beserta dengan losr L.
randnja, tentang hal gcbagai jong tersebut dikepala surat
ini, untuk dimakluni dan ditaatie-
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A/n. Gubernur Propinsi Sumatera Utara,
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1. Residen, Koordinator Pemerintahan untuk M jeh di Kutaradjae

r Jy 2+ Sekelian Bupati, Kepala Daerah Katupoten
diseluruh Propinsi Sumatera Utara.

~ 3. Sekalian para Wali2 Kota discluruh Propinsi Sumatera Utarae
4~ Kepale Djawatan P. Pe K« Propinsi Sumatera Utars di Medan.
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Untuk melaksanokan ketentuan-ketentuan didalan pasal-pasal 6, 7, 8 dan
9 dari "Peraturan Kendaraan Bermctor Sipil" (Peraturan Pemerintah Noe 39
tohun 1952) diadakan aturan—cturan seperti dibawah inie

1, Djika kendaraan bermotor kepunjoan dinas karena tidak ade gerasi/ru-

nah Negeri atau karena alasan lain terpaksa diterpatkan di sesuatu garasi
1 partikelir (pasal 6) dengan merbajar sewe, moka setelah mendapat persetu-
| djuan dari Kepala Djawataon Perdjalanan, sewa itu dapat diganti sedjumlah
\jang ditetapkan oleh Panitya Penjewaan setempat atau Kepala Daerah sctem-
i \ Dﬂt ™ i

Dalam hal ini uwang sewa dapat_dibajar dari uang persediaan biaja

peneliharasn kendaraan bernotors

2,  Pemakai (pasal) 7 ajat 2) hanja diperbolehkan mengermdikan sendiri
atau nenjurvh orang lain nengermdiken kendaraan bermotor kepunjaan dines
djika tidak ada supir-djawatan dan setelah mendapat izin jang dinjate'mn
dengan surat keterangan menurut tjontoh A terlarpire-

Izin termaksud diberikan oleh Sekretaris Djenderal Kementerian-kemen-
terian, pendjabtat jang tertinggsi dori badsn-badan Pemerintahan Sipil jane
videk termasuk sesuatu Kementerian dan Kepala Djawatan-djawatane

| 3 Laporan-laporan bulanan dan tahunan tentang pemskaian kendaraan
bermotor kepunjaan dinas (pasal 8) harus dibuat masing? menurut tjontoh-
tjontoh B dan C terlarpir.

bo Dalan melakuken aturan-oturen tersebut diatas kendaraan bermotor
kepunjaan dinas jang sken/telah dibeli oleh pegawal Negeri setjara sewaw=
beli atau dengan persekot gadji/bindjaman vang tidak berbunga, tidak di-
[ anggap sebagai kendarnan bermotor kepunjaan dinase

56 llengenai pasal 9 diterangkan disini, bahwa pada urumja kendaraan
bermotor kepunjsan dinas jong dapat diberikan kepada pegawai Negeri memu-
rut pasal tersebut umbtuk dibeli setjara sewa=beli ialsh sbbe.

ae Scpeda=notor dari 350 cece kebawsh untuk pegawai termasuk golongan
IV/b sampai V/b PiGePe=1950, ‘

be Jeep atau mobil klas C untuk pegowai termesuk golongan V/e dan VI/a P.
. GeP¢=1950, y

ce Mobil klas B untuk pegawai termasuk golongen VI/b dan VI/c PeGePe=1950.
de Mobil klas A untuk pegawai termasuk golongen VI/d PeGePe=1950 Keatase

6e Untuk ment japai persemaan dan untuk nermdahkan pmeriksaasn, surat
! pernchonan untuk mendapat kendaraan bermotor harus dibuat rangkap 3 menu-
| rut tjontoh D terlampir den disampaiken kepade Djawaton Perdjalanan melée
| Iui berturut-turut Kepala Djawatan dan Sekrctaris Djenderal Kementerion
atau nelaluil Ketuo Dewan masing2e

7o Mengenai pasal 5 Peraturan Kendarasn Bermotor Sipil tersebut diatas
tentang penberian tanda pada kendaraan bermotor milik Pemerintah diberi-
tahukon, bahwa soal ini akan ditetapkan dengan surat keputusan tersendiri.
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Untuk salinan jang sam@ bunjinja,
Klerk -~ Kepala,

é Kepada

. Kabinet Presiden,

i Kabinet Perdana Menteri,
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Uﬁtuk melaksanokan ketentuan-ketentuan didalam pasal-pasal 6, 7, & dan
9 dari "Peraturan Kendaraan Bermotor Sipil" (Peraturan Pemerintah Noe 39
tohun 1952) diadakan aturan-cturan seperti dibaweh ini.

. Djika kendarasn bermotor kepunjasn dinas kerena tidak ade garasi/ru-
mah Negeri atau karena alasan lain terpaksa ditempatkan di sesuatu garasi
partikelir (pasal 6) dengen mermbajar sewa, maka setelah mendapat persctu-
. djuan dari Kepala Djawatan Perdjalanan, sewa itu dapot digonti sedjumlah
| jong ditetapkan oleh Panitya Penjewaan setempat atau Kepala Daerah sotem-
ipate g

Dalam hal ini uang sewa dapat_dibajar dari uang persediaan btiaja
pcreliharaan kendaraan bermotor.

2o  Pemakei (pasal) 7 ajat 2) hanja diperbolehken mengermdikan sendiri
atau menjuruh orang lain nengermdikan kendaraan bermotor kepunjaan dinas
djika tidak ada supir-djawatan dan setelsh mendapat izin jang dinjatalan
dengan surat keterangan menurut ¢ jontoh A terlarpire-

Izin termaksud diberikan oleh Sekrctaris Djenderal Kementerian~kemen-
terian, pendjetat jang tertinggi dari baden-baden Pemerintahan Sipil jeng
tidek termasuk sesvatu Kementerian dan Kepala Djawaton-d jowatane

3 Laporan-laporan bulanan dan tahunan tentang pemckaian kendaraan
bermotor kepunjaan dinas (passl 8) harus dibuat masing? menurut tjontoh-
tjontoh B dan C terlampire

bo Dalan melakukan aturan-aturan tersebut diatas kendaraan bermotor
kepunjaan dinas jong skan/telah dibeli oleh pegawal Negerl sectjara sewaw
beli atau dengan persekot padjifpindiaman uang tidak berbunga, tidak di-
| anggap sebagai kendarnan bermotor kepunjaan dinase

5e Mengenai pasa) 9 diterangkan disini, bahwa pada urmmnja kendaraen
bermotor kepunjaan dinas jang dapat diberiken kepada pegewai Negeri menu-
rut pasal tersebut umtuk dibeli setjara .sewa=bell ialah sbbe
8e Scpeda=notor dari 350 cece kebawah untuk pegawai termasuk golongan
IV/b sarpai V/b PiGePe=19504
be Jeep atau mobil klas € untuk pepawai termasuk golongen V/e dan VI/a P.
. GeP¢=1950, i
ce Mobil klag B untuk pegowai termasuk golongen VI/b dan VI/c PaGePe=1950.
de Mobil klas A untuk pegawai termasuk golongan VI/d P.G.Pa=1950 Keatase
6o Untuk ment japai persamaan den untuk nmermdahkan pmeriksaan, surat
! pernchonan untuk nendapat kendaraan bermotor harus dibuat rangkap 3 menu-
| rut tjontoh D terlampir dan disampaiken kepada Djawatan Perdjalanan mela-
| Tui berturut-turut Kepala Djawatan dan Sekrectaris Djenderal Kementerian
atan nelalul Ketua Dewan masingl.

To Mengenai pasal 5 Peraturen Kenderaan Bermotor Sipil tersebut diatas
tentang penberian tanda pada kendaraan bermotor milik Pemerinteh diberi-
tahukan, bahwa gosl ini akan ditetapkan dengan surat keputusan tersendiri.
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Untuk salinan jang sama bunjinja,
Klerk - Kepala,

T

Kepada

Kabinet Presiden,

Kabinet Perdana Menteri,
Serma Kementerian (ketjuali.
Kementerian Pertahanan), /'Kota Djakarta=Raya,- /// /;f o
Dewan Perwakilan Rakjat, ' ‘,/_,/ ‘o
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Kepale Kepolisian Negora, ~
Para Gubernur Kepala Haerah Propinsi, (Mochamnd Noef).

Kspala Doevah Ishingyn Jogjgkarte dan Wali/



